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Ringkasan

Inisiatif REDD+ telah dipersiapkan dan diimplementasikan pada bentang alam tempat tenurial lahan dan sumber daya
masyarakat serta hak atas karbon yang belum diakui, tidak jelas, atau belum ditegakkan; sehingga hambatan untuk
mewujudkan kesetaraan REDD+ harus diatasi oleh semua standar dan pedoman safeguard yang ada.

Meskipun Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) telah disebutkan dalam keputusan-keputusan
UNFCCC terkait REDD+, termasuk safeguard Cancun, inisiatif yang ada belum mementingkan lingkup luas
hak-hak yang telah diakuinya. Apabila menghargai UNDRIP dianggap lebih penting - dengan persyaratan dan
indikator khusus untuk memantau kemajuan - standar yang ada dapat mempercepat transformasi responsif
hak dalam aksi iklim.

Standar yang telah dikaji gagal mengaitkan hak atas lahan dan sumber daya dengan hak atas karbon, serta
cenderung mengakui hak atas lahan ketimbang hak atas karbon; keteledoran ini perlu dipikirkan kembali.
Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (padiatapa) menjadi persyaratan umum standarisasi,
khususnya ketika terjadi perpindahan, namun kebanyakan diantaranya gagal menyertakan pedoman spesifik; ini
menggambarkan bervariasinya kondisi yang terkait padiatapa.

Relasi kekuasaan inheren dalam tenurial lahan dan sumber daya serta hak karbon di Bumi Selatan tidak dapat
dengan mudah ditransformasikan, namun keberadaan standar dapat lebih mengatasi ketidakmerataan dengan
menyediakan pedoman yang spesifik untuk ‘bertindak lebih baik” melalui desain dan implementasi yang
responsif hak.

Selebaran ini merupakan bagian dari serial mengenai kerangka pengaman (safeguard) REDD+, berfokus pada hak dan inklusi sosial
perempuan dan laki-laki dari Masyarakat Adat dan masyarakat lokal (IP dan LC) yang menjaga hutan-hutan dimana solusi iklim
diimplementasikan. Selebaran ini menyajikan pembelajaran untuk penerapan konteks nasional yang beragam, menyajikan bukti bagi para
pengambil keputusan dan praktisi untuk mempertimbangkan implikasi dan manfaat mendukung hak IP dan LC, serta berkontribusi pada
partisipasi perwakilan IP dan LC dalam diskusi dan pemantauan safeguard.
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Pendahuluan

Standar dan pedoman safeqguard dapat memainkan
peran penting untuk mendorong tujuan sosial dan
lingkungan dalam merespons berkembangnya
kepentingan politik dan finansial dalam ‘solusi berbasis
alam’ pada kondisi darurat iklim. Serial selebaran ini
mengkaji perhatian terhadap hak dan keadilan terkait
Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim
(UNFCCQ) untuk reduksi emisi dari deforestasi dan
degradasi hutan (REDD+). Sebagaimana didiskusikan
dalam selebaran pertama serial ini (Sarmiento Barletti
dkk. 2021), hal ini sangat terkait dengan akses Masyarakat
Adat (IP) dan masyarakat lokal (LC) atas lahan dan
sumber daya alam, akses informasi perubahan iklim,
partisipasi dalam pengambilan keputusan relevan, dan
penerimaan finansial dan manfaat lain dari inisiatif ini
secara adil (Barbier dan Tesfaw 2012; Aguilar-Stgen 2017,
Duchelle dkk. 2018).

Mengatasi kondisi ini menjadi vital bagi REDD+,
karena separuh hutan tropis dunia berada di dalam
wilayah yang dimiliki dan dikelola oleh IP dan LC (Fa
dkk. 2020). Kawasan tersebut mencakup hampir 25%
karbon total di hutan tropis yang berpotensi besar
untuk aksi mitigasi, meski sebagian besarnya berada di
wilayah miskin secara ekonomi (Frechette dkk. 2018).
Meskipun ada kemajuan, IP dan LC masih menghadapi
hambatan hukum dan politis atas pengakuan wilayah
leluhur dan/atau menghormati hak mereka atas lahan
yang telah diakui (Dooley dkk. 2022). Oleh karena itu,
sejak awal para ilmuwan dan wakil organisasi IP dan
LC mengingatkan bahwa REDD dapat memperburuk
kerentanan jika tidak secara strategis mengatasi
kekurangan yang ada pada inisiatif berbasis hutan
sebelumnya (Espinoza Llanos dan Feather 2011;
Larson 2011). Kritik dan pandangan skeptis masyarakat
bawah (mis: Tidak ada hak, tidak ada gerakan REDD’)
terpusat pada dua isu kunci; potensi pembatasan akses
masyarakat terhadap hutan dan sumber dayanya-
termasuk potensi perebutan lahan terkait REDD+
sebagai sumber pendapatan baru — serta atribusi hak
karbon yang dapat membuka komersialisasi reduksi
emisi (Corbera dkk. 2011; Patel dkk. 2013). Sejak itu,
berkembang konsensus bahwa memperjelas dan
menjamin tenurial masyarakat merupakan kondisi
pemicu menuju efektivitas dan pencapaian kesetaraan
sesuai tujuan REDD+; serta bahwa rezim tenurial
kolektif menjadi salah satu jalan paling efektif, efisien,
dan resilien untuk melindungi hutan dan mendukung
mitigasi perubahan iklim (Ding dkk. 2016; RRI 2016;
Sunderlin dkk. 2018; FAO dan FILAC 2021).

Untuk meresponsnya, para proponen REDD+
menempatkan kepentingan yang lebih besar terhadap
pengakuan hak atas lahan masyarakat dan sumber
daya, setidaknya secara teoritis. Akan tetapi, penekanan
ini sebagian besar belum tercerminkan dalam praktik
(dengan sejumlah pengecualian; lihat Jodoin (2017);

hal ini sebagian terjadi karena REDD+ yang telah disiapkan
dan diimplementasikan dalam konteks lokal belum terakui,
belum jelas, atau belum ditegakkannya hak tenurial lahan
dan sumber daya di kawasan Bumi Selatan (Awono dkk.
2014; Dwyer dkk. 2016). Penekanan terhadap tenurial,
bagaimanapun itu akan mengarah pada konsensus
mengenai inklusi IP dan LC di kalangan para penerima
manfaat REDD+ dalam mekanisme pembagian manfaat
(lihat Tamara dkk. (2022) di Indonesia dan Rodriguez dkk.
(2022) di Peru). Namun demikian, kurangnya kejelasan atas
hak karbon - biasanya terkait dengan hak atas kepemilikan
hutan dalam kerangka hukum nasional — menjadi
penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan terkait komersialisasi reduksi emisi (RRI dan
McGill University 2021). Hal ini menjadi tantangan bagi
efektivitas partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
yaitu: kepada siapa kredit karbon dijual, dalam standar

apa validasinya, melalui perantara siapa, lalu berapa
harganya, serta karakteristik-karakteristik perdagangan lain
semacam itu.

Standar dan pedoman sukarela serta safeguard sosial
terkait pasar karbon membuka sebuah jalan potensial
untuk mengatasi kekhawatiran atas inklusi dan keadilan.
Meskipun konteksnya ada banyak kesepakatan untuk
mendukung pembangunan rendah karbon dan tujuan
keberlanjutan dalam hutan tropis; hak, kepentingan,
dan kesejahteraan IP dan LC yang bergantung hutan
tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi bagaimanapun
solusi iklim diterapkan (Dooley dkk. 2022). Selebaran
global ketiga ini merupakan serial yang mengeksplorasi
sekumpulan karakteristik (lihat Boks 1) terkait hak IP dan
LC dalam sebelas standar safeguard sukarela untuk REDD+

Boks 1. Apa isi tabel ini?

Tabel ini merinci daftar pedoman safeguard dari
institusi multilateral penyandang dana REDD+
serta standar sukarela REDD+. Berdasarkan kajian
dokumen terpublikasi oleh tiap standar atau institusi,
kami memaparkan analisis dari total 11 pedoman/
standar. Dua baris pertama tabel mengungkap
peringkat yang kami tetapkan pada tiap pedoman/
standar terkait pengakuan dan dukungan bagi hak
IP dan LC menjadi (a) lahan dan sumber daya, dan
(b) karbon dalam selebaran serial pertama. Sisa
tabel mengeksplorasi persyaratan yang ditetapkan
oleh standar menjadi (c) mengakui hak tenurial,

(d) menilai tenurial lahan masyarakat, dan (e)
menghindari serta (f) mitigasi dampak negatif pada
akses lahan dan sumber daya masyarakat; kami
akan menjelaskan akses masyarakat pada manfaat
turunan REDD+ pada selebaran lain. Pedoman/
standar safeguard ini diperingkatkan selaras dengan
kriteria ("ya"), selaras secara terbatas (“parsial” - bagi
yang hanya memenuhi sejumlah aspek kriteria), atau
tidak selaras (“tidak”).
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dan pedoman safeguard institusi pendanaan multilateral.
Tujuan kami adalah untuk menyajikan pembelajaran bagi
penerapan standar dalam perbedaan konteks nasional
dan subnasional, memungkinkan proponen standar
untuk membandingkan ketentuan safequard, dan agar
pelaksana REDD+ mempertimbangkan implikasi dan
manfaat mendukung hak IP dan LC.

Selebaran pertama dalam serial ini menyajikan ‘sekilas’
tentang pedoman dan analisis komparatif standar
(Sarmiento Barletti dkk. 2021). Selebaran pertama dan
ketujuh mengkaji standar dan pedoman serupa, berfokus
pada topik spesifik — gender (Sarmiento Barletti dkk.
2022), sementara selebaran ini membahas hak IP dan LC
atas lahan, sumber daya, dan karbon.

Latar Belakang: Hak IPdan LC
atas Lahan, Sumber Daya, dan
Karbon dalam Konteks REDD+

Sejarah mengenai hak kolektif dan individu kaum laki-
laki dan perempuan dari masyarakat yang bergantung
hutan adalah sebuah sejarah perampasan (Kelly dan
Peluso 2015; Human Rights Council 2018; Global Witness
2020; Dooley dkk. 2022). Dalam konteks ini, para aktivis
dan ilmuwan mengingatkan sejak awal bahwa insentif
finansial REDD+ bisa mendorong perebutan lahan pada
lahan masyarakat tanpa status serta memarjinalkan klaim
lahan IP dan LC; pemerintah dan sektor swasta bisa
manfaatkan hak karbon dan tidak melibatkan masyarakat
dalam mekanisme pembagian manfaatnya (Espinoza
Llanos dan Feather 2011; Jacob dan Brockington 2020).
Meskipun sentralitas hak lahan dan sumber daya tertulis
pada Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat
(UNDRIP) - yang disebutkan juga dalam keputusan
UNFCCC mengenai REDD+ dan safeguard Cancun —
serta Organisasi Buruh Dunia C169, pengakuan dan
penghargaan terhadap hal tersebut bukanlah prioritas

di sebagian besar negara REDD+. Sebagaimana kami
jelaskan dalam selebaran pertama serial ini, sebagian
besar standar suka rela menyerukan kepatuhan terhadap
UNDRIP, namun tidak memasukkan persyaratan pedoman
atau pelaporan yang jelas dalam cakupan hak sesuai
deklarasinya (Sarmiento Barletti dkk. 2021).

Kejelasan hak atas lahan dan sumber dayanya menjadi
sangat penting saat mempertimbangkan manfaat REDD+
yang terkait dengan kepemilikan hutan di sebagian
kerangka hukum nasional, sehingga masyarakat tanpa
hak bisa diabaikan dari komersialisasi reduksi emisi karbon
dari hutan mereka. Namun demikian, inisiatif Fasilitasi
Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) di Provinsi Kalimantan
Timur, Indonesia; memasukkan desa adat yang diakui
maupun tidak diakui sebagai penerima manfaat. Hal

ini merupakan perkembangan penting karena negara
cenderung mengabaikan masyarakat tidak diakui dari
program serupa.

Serial standar pengaman (safeguard) sosial #7

Selain konteks inklusivitas dalam mekanisme
pembagian manfaat, masyarakat sering tidak
mendapat hak legal atas karbon; hak tersebut
jarang didefinisikan dalam kerangka hukum nasional
dan kebanyakan masih belum teruji (RRI dan

McGill University 2021). Ketidakpastian ini menjadi
penghambat utama menuju pendanaan karbon
hutan yang berkesetaraan. Ketidakjelasan status
hukum hak karbon dapat mendorong perebutan
klaim antara masyarakat dan aktor yang memiliki
akses pada kapasitas teknis, waktu, dan sumber daya
(Pham dkk. 2013; Loft dkk. 2017).

Jika hak masyarakat atas lahan, sumber daya, dan
manfaat karbon tidak terjamin, REDD+ tidak akan
memberi hasil positif bagi masyarakat, alam, dan iklim.
Jika eksklusi dan transgresi hak masa lalu tidak diatasi,
kecenderungannya adalah makin memperkuat atau
memperburuk kondisi tersebut. Bahkan saat inisiatif
berbasis hutan mencoba untuk memperkuat inklusi,
yang kerap terjadi adalah sekedar mengatasi gejala
ketidakadilan semata ketimbang menyasar penyebab
strukturalnya (Larson dkk. 2021). Dalam konteks
REDD+, sebuah komitmen reformasi tenurial lahan
dan pengakuan hak masyarakat atas sumber daya
dan karbon, dapat mempercepat tantangan penting
arus utama politik dan ekonomi yang mendorong
deforestasi dan degradasi hutan (Sunderlin dkk. 2018).
Lebih jauh lagi, agar REDD+ menjadi transformasional,
diperlukan langkah maju menuju pengakuan

dan penguatan hak karbon masyarakat, termasuk
mengikat safeguard yang menjamin persetujuan atas
dasar informasi di awal tanpa paksaan (padiatapa)
dalam negosiasi perjanjian karbon terkait lahan
masyarakat, dan memberi manfaat (finansial dan
lainnya) dari perdagangan reduksi emisi.

Meskipun para aktor kuat pasti akan terus melawan
hak IP dan LC, namun standar safeguard sukarela
REDD+ masih berpotensi mendukung perubahan.
Upaya ini dapat dibangun melalui pembelajaran dari
inisiatif REDD+ yang — secara langsung dan tidak
langsung — mendukung hak tenurial masyarakat
(Jodoin 2017), perjanjian bilateral dan multilateral
terkait yang telah mendapat pengakuan hak, serta
tuntutan wakil organisasi IP dan LC. Misalnya,
Deklarasi Kesepahaman Bersama terkait REDD+
telah ditandatangani oleh Peru, Norwegia, dan
Jerman - dan kini melibatkan pula Inggris dan AS
— memasukkan formalisasi lima juta ha untuk IP di
Amazon Peru. Minat untuk mendukung perubahan
terbukti dalam bentuk kesepakatan sebesar US$1,7
miliar untuk mendukung hak tenurial IP dan LC
pada Konferensi Para Pihak (COP) 26 UNFCCC.
Dalam konteks REDD+, standar safeguard sukarela
bisa menjadi jalan untuk memandu proyek dan
pendanaan yang mendukung hak lahan, sumber
daya, dan karbon IP dan LC; dan kami hendak
mengeksplorasi potensi tersebut di sini.
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(lihat bagian ‘Dokumen Safeguard yang Dikaji’ pada akhir
selebaran ini.

ini muncul karena karbon masih belum dijelaskan dalam
sistem hukum di garis depan REDD+ atau masih terkait
dengan kepemilikan hutan yang juga belum jelas di
sebagian negara dan sulit disepakati di IP dan LC lain.
Meskipun standar (6/11) cenderung merujuk pada

hak atas karbon, namun tidak satupun menyebutkan
dukungan bagi pengakuan hak masyarakat atas karbon.

sebelum implementasi berjalan (10/11); salah
satu standar tersebut membatasi asesmen hanya
ketika implementasi proyek mengakibatkan
perpindahan masyarakat. Standar yang telah
dikaji menyerukan agar menghormati hak
masyarakat atas lahan dan sumber daya

pada lingkup berbeda; sebagian besar (7/11)
meluaskan dukungan ke wilayah yang diklaim IP
dan LC meski tetap tidak diakui dalam kerangka
hukum nasional.

Temuan Awal: Perhatian pada
Hak IP dan LC atas Lahan,
Sumber Daya, dan Hak Karbon
dalam Standar Sukarela dan
Pedoman Multilateral REDD+

Dalam paparan berikut, kami menyajikan analisis awal dari
dokumen resmi yang ada pada tiap standar atau pedoman

Meskipun mendapat pengakuan positif secara luas

atas hak lahan dan sumber daya bagi IP dan LC (11/11
menjawab 'Ya' atau ‘Parsial), hal tersebut tidak sejalan
dengan fakta mengenai hak karbon masyarakat. Meski
semua standar menyerukan agar menghargai hak sumber
daya lahan di bawah peraturan nasional atau lokal,
namun hak atas karbon tetap tidak terselesaikan. Masalah

Sebagian besar standar mensyaratkan agar proyek
melakukan asesmen hak atas lahan dan sumber daya

Tabel 1. Sekilas mengenai safeguard: Fokus pada hak masyarakat atas lahan, sumber daya, dan karbon dalam standar
sukarela dan pedoman multilateral REDD+

INSITITUSI FINANSIAL MULTILATERAL STANDAR SUKARELA INDEPENDEN

Dan Karbon

Bank Pembangunan g:rr:‘lltoangunan Dana lklim Hijau Bank Pembangunan Fasilitasi Kemitraan Eit:;g::‘g;inm;%% " ﬁ:?}gﬁ;:ﬁi’g; n Standar Hak Standar Plan Vivo Standar Karbon VCS Jurisdictional &
. i ) . . 5 . .
Afrika (AfDB Asia (ADB)' (GCF) Inter-American (IDB) Karbon Hutan (TREES)? Biodiversitas (CCB) Lahan Terverifikasi (VCS) Nested REDD+

(FCPF)

Parsial (hanya dalam

L P G pemindahan tidak suka

Ya (diakui atau Parsial (tidak ada Ya (dengan indikator, Ya (diakui atau Parsial (hanya ketika Parsial (hanya ketika Parsial (hanya ketika

Ya (diakui atau tidak)  Ya (diakui atau tidak) Ya (diakui atau tidak)

sumber daya el tidak) standar seragam) diakui atau tidak) tidak) diakui) diakui) diakui)
(b) Hakkarbon ~ N/A N/A Tidak N/A Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Bﬂgl‘; (O
Pz:jséal.(::rq)clgnaan Ya. Asesmen Ya. Memetakan Ya. Perencanaan Ya. Asesmen hak
permE)kiman kembali da.m ak sosial 6L TLE Parsial. Evaluasi VL (EERTET [T Parsial. Mensyaratkan Sty dan Ya. Mensyaratkan RIS R tenurial legal dan/atau
(c) Mensyaratkan P - : amp mengidentifikasi : . tenurial lahan . - VIensy manajeman ) Y (dengan keterlibatan  adat pada lahan dan
Survei cadastral dipersyaratkan, dampak pada tenurial/ inventarisasi dan : asesmen dampak )
asesmen dilakukan ketika dengan Tl [PEMIEELTET penggunaan lahan, jasa el sl 6y pemetaan status dan el masyarakat LIS . ST ZEr CE7E, SENE Tidak
tenurial masyarakat yang berada “perhatian tenurial, dan/atau lingkungan, serta IP (termasuk hak adat) hak adat, mengikuti penggunaan/akses dalarm menilai pengelolaan tenurial  lokasi tentonal‘dan
masyarakat di dalam kawasan khusus” pada hak pemanfaatan sumber dan LC dalam kawasan aturan vang berlaku adat ada lahan, hak lahan lahan dan sumber sumber daya di bawah
- P daya tradisional proyek. yang teritorial dan sumber daya dimasukkan penggunaan dan/atau
terdampak tidak adat IP . o
. daya dalam pertimbangan  pemilikan adat
memiliki status lahan
Partial. Proponen
Parsial. Menaakui Ya. Harus memiliki Ya. Harus Ya. Mensyaratkan proyek harus mengakui, Parsial. Tidak ada
L 9 . Ya. Mensyaratkan rencana aksi . N . - efektivitas Parsial. Tidak ada menghormati, dan ketentuan bagi
ST 0K et engakuan legal L A Ya. Harus menyediakan pengakuan legal Fatiicll e el L G engakuan ketentuan pengakuan mendukung hak engakuan atau
(d) Pengakuan & lokal tenurial lahan, pengaxu 9 perencanaan y Y peng 9 aturan yang berlaku bahwa seluruh hak P9 N peng Kung peng
- lahan/wilayah S pedoman pengakuan lahan yang secara < i ... sistem, hukum atau perlindungan kepemilikan pemangku perlindungan hak
tenurial hak sumber daya dat dal untuk menjamin hak ial lah disional dimiliki dalam mengakuidan  kepemilikan diakui, dan/ K hak adat ketika tidak K - d dat. i : idak
kepemilikan bersama adat dalam pengakuan hak ak tenurial lahan tradisional dimiliki menjamin hak dihormati. dan an/atau struktur hak adat ketika tidal kepentingan dan, adat, situasinya tida
. . ' kawasan proyek IP atau digunakan/ . ! tata kelola secara formal diakui jika dimungkinkan, ada pengakuan
dan praktik pewarisan . ; didukung ) b
dikuasai adat tenurial adat mengambil tindakan formal
mengamankan hak
Parsial. Zi'klﬁﬁgﬁ untuk Ya. Proses partisipatoris
Meenqgggg:: menghindari atau éi?agn:rr?qlsr?aerlae Zaikan Ya. Jika bisa P?gS'ZL' ﬁg:)ursdlnator Parsial. Proponen
Parsial. Hanva Ekses atau meminimalkan area erebutan IZIaim lahan: diterapkan, harus Ya. Parsial. Perjanjiannya re\er);\bantu ara peserta perlu menunjukkan
mempértimyban kan perpindahan dari dalam kepemilikan, ﬁwen informasikan " Parsial. Hanya mencakup tindakan  Penghormatan, tidak boleh mencabut, untuk mendpz:\patﬁan bahwa hak atas
erpindahan ﬁsi?( kawasan lindung P€Nggunaan, atau ke a%a masvarakat untuk permukiman Parsial. Hanya dalam penjaminan hak. perlindungan, menghilangkan, izin legal/requlasi bagi reduksi emisi GRK
gtalﬁ)ekonomi Desain dan sumber 9 penguasan tradisional. mgn enai hgk mereka kembali, kasus relokasi, Konflik atas hak lahan dan peningkatan atau mengancam intervgnsi ?o ok 9 sejalan dengan
(e) Menghindari alternatif oro .ek dava alam lain Mensyaratkan dan r%]emberi akses memungkinkan memungkinkan dan sumber daya hak atas lahan, tenurial lahan legal/ Padiatana Earxs ’ peraturan lokal dan
dampak negatif T proyex Y ’ padiatapa dan - : setelah padiatapa setelah persetujuan harus diidentifikasi teritorial, dan diakui milik peserta. . panh menghargai seluruh
harus dieksplorasi Mensyaratkan lib P pada saran imparsial. dalam ki K ia padi dari P dan diselesaik ber dava: | - K dilakukan jika hak hak K hak
untuk menghindari persetujuan ISl el oLl Mempertimbangkan CELEINGES (via pa latapa) ar an diselesaikan. sumber daya; USRYET [PEE kepemilikan terdampak. el ki
. . pada aktivitas di dalam . konsultasi sensitif dan LC terkait Padiatapa harus diakui secara hanya dilakukan pada .. . 7 karbon) pemangku
Eeecr;?:l;ér?aar:(saembah LZ%Z?“LCak lahan masyarakat, ?]Lt;:n?]'g::;wk gender didapat dari pemilik  legal atau pun tenurial yang jelas dan t#\kja?:aenmuunrzgtmkan, kepentingan non-
P campak. termasuk lahan gni hak yang terdampak tidak stabil N negara, termasuk IP
ketika terjadi dalam kepemilikan meminimalkan rovek membantu menjamin dan LC
perpindahan fisik on ungan atau perpindahan ekonomi/ proy hak harus diadopsi
dan ekonomi Eenggasaan édat fisik
Ya. Konsultasi dan Parsial. Ketika Ya. Memberi \,\ﬁém resentasikan Ya. Kompensasi
bantuan permukiman permukiman kompensasi bagi rencaﬁa mitigasi a'n ‘adFi)I' Parsial. Kompensasi
kembali serta kembali terjadi, masyarakat yang selaras dampak ne gtif Parsial. Restitusi dan/ ¥erhgada semua yang‘jujur dan adil’
kompensasi seluruh meningkatkan Ya. Kompensasiyang dengan kelayakan akib;?c or igndahan Parsial. Relokasi atau kc.)m ansasi dam akpuntuk (tidak ada definisi
(f) Mitigasi dampak biaya pindahan (ketika  atau sedikitnya layak secara kultural  kultural, meningkatkan ﬁsikda?\ eEonomi disepakati melalui dis aratszn dalam saat iF;\i dan Tidak atau pedoman Tidak
negatif terjadi perpindahan), merestorasimata  ditentukan melalui atau merestorasi Tindakan kom en'sasi padiatapa bersama rgses ermukiman  masa depan bagi padiatapa
termasuk bagi pencaharian proses padiatapa standar hidup atau erlu menin kF:atkan masyarakat terdampak Eembal? ada Iahzn dan dalam pengambilan
masyarakat tanpa status (tidak menyebut mata pencaharian. gtau setidakr? a Eumber dava IP keputusan) ketika hak
lahan atau hak yang partisipasi Harus menetapkan merestorasi st);ndar dan LC Y kepemilikan terdampak
diakui masyarakat) mekanisme keluhan

kehidupan

Catatan: 1) pedoman safeguard yang dikaji tidak hanya untuk REDD+ tetapi juga bagi aktivitas pendanaan REDD+ dari institusi yang ada dalam portofolio mereka;
2) Standar tidak terbatas pada REDD+
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Standar memiliki cakupan persyaratan bagi para
proponen sebagai upaya menghindari dampak

buruk terhadap hak masyarakat atas lahan dan
sumber daya, yang secara umum dipahami dalam
bentuk pemindahan fisik dan ekonomi akibat proyek.
Sebagian besar pedoman untuk lima lembaga
finansial multilateral mensyaratkan agar suatu

inisiatif menghindari kondisi “jika memungkinkan”,
terjadinya perpindahan fisik dan ekonomi apapun
dengan mengeksplorasi alternatif implementasi

atau mempertimbangkan aktivitas implementasi di
tempat lain. Mayoritas institusi tersebut (4/5) memberi
ketentuan tambahan seperti proses partisipatoris pada
kasus yang melibatkan relokasi masyarakat.

Terdapat beragam pertimbangan dalam persyaratan
untuk menghindari dampak buruk terhadap hak
masyarakat atas lahan atau sumber daya dalam
standar sukarela independen. Sebagian diantaranya
(3/6) mensyaratkan penghormatan dan perlindungan
terhadap akses, pemanfaatan, dan kontrol masyarakat
atas lahan dan sumber daya, bahkan ketika hak
tersebut tidak secara formal diakui; dalam suatu kasus,
standar-standar tersebut membatasi pengakuan
aturan negara dan justru menimbulkan standar

yang tidak seragam. Hanya satu standar (1/6) yang
mensyaratkan bahwa proyek diimplementasikan
ketika tenurial sudah jelas dan stabil. Standar lain

(2/6) mensyaratkan bahwa pengukuran penjaminan
hak dilakukan “jika bisa diterapkan” atau “jika
memungkinkan” dan lainnya (1/6), bahwa perebutan
klaim lahan teridentifikasi dan teratasi (bagaimana pun
caranya meski tanpa pedoman), serta bahwa aktivitas
tidak memengaruhi klaim tersebut secara negatif.

Ulet Ifansasti/CIFOR

Lebih dari separuh standar dan pedoman memiliki
persyaratan tambahan pada kasus yang berdampak
khusus terhadap IP. Pada kasus tersebut, padiatapa
menjadi persyaratan umum jika terjadi pemindahan
(6/11), meski tidak seluruh standar memiliki pedoman
khusus bagaimana melakukan konsultasi. Kekhususan ini
menjadi kelemahan yang mengkhawatirkan mengingat
beragamnya proses dalam padiatapa, dan istilah ini
dipakai untuk menggambarkan standar unggulan yang
sangat berbeda.

Tindakan mitigasi (termasuk kompensasi dan/atau
restitusi) menjadi kasus umum saat hak lahan dan sumber
daya terdampak akibat perpindahan ekonomi atau fisik
(8/11). Tindakan ini dibagi antara persyaratan untuk
meningkatkan atau setidaknya merestorasi tingkat mata
pencaharian masyarakat sebelumnya (4/11) dengan
persyaratan proses konsultasi untuk menentukan
bantuan permukiman kembali dan kompensasi (4/11).
Sebagian standar (6/11) mensyaratkan agar asesmen

hak lahan dan sumber daya mencakup juga para
pemegang hak legal dan adat, selain juga menawarkan
kompensasi kepada keduanya. Sekali lagi, sebagian besar
standar tidak memiliki persyaratan yang jelas tentang
bagaimana melakukan proses tersebut atau bagaimana
mendefinisikan kompensasi yang “adil”.

Menuju REDD+ yang
Transformatif terhadap Hak
Dalam istilah umum, sebagian besar standar dan

pedoman yang dikaji menyerukan untuk menghormati
hak IP dan LC atas lahan dan sumber daya, dan
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kebanyakan justru merujuk pada sejumlah hak-hak

lain yang diakui UNDRIP. Akan tetapi, mereka juga
mensyaratkan para proponen proyek untuk mematuhi
kerangka hukum nasional, yang cenderung membatasi
akses masyarakat pada lahan dan sumber daya beserta
luasnya lingkup hak di bawah UNDRIP. Perpindahan fisik
dan/atau ekonomi berusaha “dihindari” bukan dilarang,
dan pada sebagian besar kasus, perpindahan ini akan
tersorot jika terjadi pada masyarakat yang secara formal
diakui. Sebagian besar standar mensyaratkan adanya
kompensasi dan restitusi untuk permukiman kembali agar
meningkatkan atau setidaknya merestorasi tingkat mata
pencaharian, meski tidak semua mensyaratkan konsultasi
dengan kelompok terdampak ketika menginformasikan
atau memandu proses tersebut. Bagi IP, itu melanggar
hak penentuan nasib sendiri yang diakui oleh UNDRIP.

Sebagian standar memiliki perlindungan tambahan
yang menjadi contoh baik untuk dapat direplikasi. Hal
itu mencakup identifikasi dan resolusi konflik lahan
dan/atau sumber daya sebelum implementasi proyek,
mensyaratkan padiatapa kepada seluruh masyarakat
dalam kasus perpindahan (mis: tidak hanya IP atau
masyarakat yang diakui secara legal), dan menjamin hak
dan/atau pengakuan hak adat. Bagaimanapun, ketentuan
tersebut harus lebih dari sekadar saran dan tidak hanya
diaplikasikan “jika memungkinkan”. Menghargai hak
lahan, sumber daya, dan karbon; seharusnya menjadi
prioritas penting dalam pemantauan dan prakondisi
pencairan dana.

Meskipun terdapat kemajuan dalam mendukung hak IP
dan LC, diperlukan standar lebih ketat dalam pedoman
implementasi dan pemantauan kriteria untuk menjaga
pengakuan dan penghormatan terhadap hak tersebut;
hingga saat ini, hanya pemantauan, pelaporan dan
verifikasi aspek biofisik REDD+ yang mendapat perhatian
seperti itu.

Kami akan terus memperbarui analisis kami sebagai
bagian dari Studi Komparatif Global mengenai REDD+
dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional dengan
mendalami safeguard, memberi rekomendasi berbasis
bukti menuju REDD+ responsif hak yang memberi
manfaat pada hutan serta kaum laki-laki dan perempuan
yang menjaganya.
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